¢ BaNERa ¥

‘TANDARDISASI METROLOGI LEGAL R
KABUPATEN GOWA
Nomor: 336/Pend-Fisika/V1/2022
OO T vt rart i 7% revcased e ru nie

Mhan ini, Kamis tanggal Enam Belas Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua Masehi, y

bertanda tangan di bawah ini:
Rafigah, S.Si., M.Pd. - Ketua Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya dalam MoA Kerjasama ini

disebut PIHAK PERTAMA.

AR\ S, KUNANDAR - Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV

Kabupaten Gowa, selanjutnya dalam MoA Kerjasama ini disebut PITHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, telah
sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoA) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan

Pendidikan. ,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Ke{iasama‘ ,

Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
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Pasal 3 %
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma
bidang/ program Kunjungan Industri/ Study Tour dalam bentuk diskusi dan P;
standarisasi dan kalibrasi alat ukur

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lamanya kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan berlangsung tei
tanggal ditandatanganinya MoA Kerjasama sampai 5 tahun kedepannya (2022-2
dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak ; ,

2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil «
tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya‘r;;.‘j

3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas, '
dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan

diantara kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung ¢
kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain y:
mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang;







